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ABSTRAK 

Fenomena tenggelamnya tanah tambak di Desa Kalanganyar, Kecamatan 

Sedati, Kabupaten Sidoarjo, akibat abrasi dan kenaikan muka air laut, telah 

menimbulkan persoalan hukum bagi para pemilik tanah yang sebagian besar hanya 

memiliki Letter C sebagai bukti kepemilikan. Kondisi lahan yang tenggelam 

menyebabkan batas fisik tanah hilang dan sulit diidentifikasi, sehingga 

memunculkan ketidakpastian mengenai status hukum tanah tersebut, terutama 

menjelang berakhirnya pengakuan terhadap Letter C pada tahun 2026 berdasarkan 

ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana status hukum tanah tambak yang 

tenggelam apabila hanya dibuktikan dengan Letter C; dan (2) bagaimana 

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah tambak di Desa 

Kalanganyar.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, 

dokumentasi dan wawancara dengan pemilik dan penyewa tambak yang terdampak, 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 

3 Tahun 2024, serta literatur dan jurnal pendukung lainnya. Data yang terkumpul 

kemudian diolah secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum 

dan praktik pertanahan di masyarakat pesisir Kalanganyar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tambak yang tenggelam di 

Kalanganyar belum sepenuhnya memenuhi unsur tanah musnah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, karena sebagian batas fisik 

lahan masih dapat dikenali ketika air surut. Oleh sebab itu, hak atas tanah secara 

hukum belum hapus, namun kedudukannya menjadi lemah karena tidak adanya 

sertifikat sebagai bukti hak yang kuat. Letter C yang dimiliki masyarakat masih 

dapat menjadi alat bukti administratif awal, namun nilai pembuktiannya rendah dan 

harus diperkuat dengan bukti tambahan seperti penguasaan fisik, kesaksian, riwayat 

pajak, dan peta desa. Adapun perlindungan hukum berupa perlindungan preventif 

melalui pendaftaran tanah, penguatan administrasi pertanahan dan perlindungan 

represif melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik kepemilikan. 

Penelitian ini menyarankan agar pengkajian lebih lanjut dilakukan pada 

aspek implementasi penetapan tanah musnah dan mekanisme pemulihan hak 

pemilik tanah pesisir dalam konteks perubahan lingkungan yang berkelanjutan. 

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menyoroti efektivitas kebijakan pemerintah 

dalam mempercepat konversi bukti tanah adat menjadi sertifikat, termasuk peran 

digitalisasi data pertanahan dalam mencegah hilangnya bukti kepemilikan pada 

wilayah rawan abrasi. Kajian komparatif dengan daerah pesisir lain yang 

menghadapi permasalahan serupa juga diperlukan untuk merumuskan model 

perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.  
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